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P U T U S A N 

NOMOR 283/Pdt.G/2022/PTA.Bdg 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat 

banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan 

sebagai berikut dalam perkara derden verzet antara:  

Ai Yuhaenah BA binti Endang Romli, NIK : 3213176012600004, tempat/tgl 

lahir Garut, 20-12-1960 (umur 61 tahun), pekerjaan PNS 

(Pegawai Negeri Sipil), agama Islam, bertempat tinggal di         

Jl. Sompi Blok Darmajaya No 41, RT. 007/RW. 018, Kelurahan 

Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, semula 

sebagai Pelawan I sekarang sebagai Pembanding I; 

Muhammad Sudrajat bin Endang Romli, NIK : 3213032308650001, 

tempat/tgl lahir Garut, 23-08-1965 (umur 55 tahun), pekerjaan 

Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Blok Nusa Indah, 

RT. 044 RW. 003, Kel/Desa Dangdeur, Kecamatan Subang, 

Kabupaten Subang, semula sebagai Pelawan II sekarang 

sebagai Pembanding II; 

Lilis Rosidah binti Endang Romli, NIK : 3273264506670002, tempat/tgl 

lahir Garut, 05-06-1967 (umur 54 tahun), pekerjaan Mengurus 

Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Komplek 

Permata Biru, Blok B No. 11 RT. 002 RW. 019, Kel/Desa, 

Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, semula 

sebagai Pelawan III sekarang sebagai Pembanding III; 

Aep Syamsu bin Endang Romli, NIK : 3213032603710002, tempat/tgl lahir 

Subang, 26-03-1971 (umur 52 tahun), pekerjaan Wiraswasta, 

agama Islam, bertempat tinggal di Blok Darmajaya No 41, RT. 

007 RW. 016, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, 

Kabupaten Subang, semula sebagai Pelawan IV sekarang 

sebagai Pembanding IV; 

  SALINAN 
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E. Komariah binti Endang Romli, NIK : 3213035304700005, tempat/tgl 

lahir Subang, 13-04-1970 (umur 51 tahun), pekerjaan PNS 

(Pegawai Negeri Sipil), agama Islam, bertempat tinggal di Graha 

Subang Kencana I BLOK B No. 18, RT. 091 RW. 027, Kelurahan 

Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, semula 

sebagai Pelawan V sekarang sebagai Pembanding V; 

Nining Laela Ningsih binti Endang Romli, NIK : 3213034801760004, 

tempat/tgl lahir Subang, 08-01-1976 (umur 45 tahun), pekerjaan 

Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di 

Blok Darmajaya No. 41, RT. 007 RW. 016, Kelurahan Cigadung, 

Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, semula sebagai 

Pelawan VI sekarang sebagai Pembanding VI; 

Agus Kamal Jelani bin Endang Romli, NIK : 3211222412780001, 

tempat/tgl lahir Subang, 24-12-1978 (umur 43 tahun), pekerjaan: 

Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Perum BKI 

RT. 004 RW. 009, Kel/Desa Licin, Kecamatan Cimalaka, 

Kabupaten Sumedang, semula sebagai Pelawan VII sekarang 

sebagai Pembanding VII; 

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Deni Effendi, S.H., M.H., Fahrul 

Umam, S.H. & Muhammad Sahid A.H., S.H., Advokat/Pengacara-Konsultan 

Hukum pada Kantor Hukum Praboe Law Firm & Partners, berkantor dan 

berkedudukan di Jalan D. Kertawigenda No. 24 Karanganyar, Subang, 

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2022 yang telah 

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dengan register Nomor 

865/ADV/2022 tanggal 6 September 2022, semula sebagai Para Pelawan 

sekarang sebagai Para Pembanding; 

melawan 

Asih Suarsih binti Udin Mahpudin, tempat/tgl lahir Subang, 16-04-1972       

(umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu 

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Bakti, RT. 
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054/RW. 014, Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, 

Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus 

kepada Enden Septiana, S.H., M.H., dan Heru Sugiharto, S.H., 

Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum 

NATA KAHURIPAN & Rekan, beralamat Jln. Lengkong RT. 07 

RW. 02, Desa Pagaden, Kecamatan Pagaden, Kab. Subang, 

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2022 

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang 

dengan register Nomor 932/ADV/2022 tanggal 21 September 

2022, semula sebagai Terlawan Penyita sekarang sebagai 

Terbanding I;  

Drs. Supriatna Adikusmana bin Endang Romli, tempat/tgl lahir Garut,    

06-04-1962 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan Sarjana 

(S.1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal 

di BTN Puskopad Blok C No. 65, Sukajaya RT. 058/RW. 017, 

Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, 

semula sebagai Terlawan Tersita sekarang sebagai 

Terbanding II; 

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding; 

DUDUK PERKARA 

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan 

Pengadilan Agama Subang Nomor 1371/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal                 

24 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1444 

Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:  

Dalam Eksepsi 

-  Menolak Eksepsi Terlawan Penyita untuk seluruhnya;  

Dalam Pokok Perkara: 

1. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar; 
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3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini yang 

hingga kini dihitung sejumlah Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu 

rupiah); 

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama 

Subang tersebut dihadiri oleh Kuasa Para Pelawan dan Kuasa Terlawan 

Penyita tanpa hadirnya Terlawan Tersita; 

Bahwa Isi Putusan Pengadilan Agama Subang tersebut telah 

diberitahukan kepada Terlawan Tersita pada tanggal 26 Agustus 2022 

sebagaimana Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 

1371/Pdt.G/2022/PA.Sbg; 

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Pelawan sebagai Para 

Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 

September 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding 

Nomor 1371/Pdt.G/2022/PA.Sbg; 

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada 

Terlawan Penyita sebagai Terbanding I pada tanggal 13 September 2022 

sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 

1371/Pdt.G/2022/PA.Sbg; 

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada 

Terlawan Tersita sebagai Terbanding II pada tanggal 9 September 2022 

sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 

1371/Pdt.G/2022/PA.Sbg;  

 Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada 

tanggal  6 September 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding 

Nomor 1371/Pdt.G/2022/PA.Sbg yang pada pokoknya sebagai berikut: 

MENGADILI 

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Para Pembanding untuk  

seluruhnya; 

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Subang tertanggal 24 Agustus 

2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1444 Hijriah 

Nomor: 1371/Pdt.G/2022/PA.Sbg; 
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MENGADILI SENDIRI 

1. Menyatakan   bahwa Para  Pelawan/Para  Pembanding  adalah  Para 

Pelawan/Para Pembanding yang benar dan beritikad yang baik; 

2. Menyatakan bahwa Para Pelawan/Para Pembanding sebagai ahli waris 

yang sah dari Alm. Bapak Endang Romli dan Almh. Ibu N. Romlah yang 

berhak atas tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di perumahan 

BTN Puskopad Blok C Nomor 65 Sukajaya, RT.058/RW.017 Kelurahan 

Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang dengan batas-batas: 

Utara  : Tanah Farid 

Selatan  : Jalan Gang 

Timur  : Tanah Didit 

Barat  : Jalan Gang 

3. Memerintahkan  kepada  Juru  Sita  Pengadilan  Agama  Subang  untuk 

mengangkat kembali sita jaminan objek tanah dan bangunan diatasnya 

dengan Sertifikat Hak Milik No. 5170/1996, luas 117 M2 atas nama N. 

Romlah tertanggal 27 September 2021; 

4. Menangguhkan dan menggugurkan pelaksanaan eksekusi pengosongan 

berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Subang 

No.2/Eks.Put/2022/PA.Sbg; 

5. Menghukum  Terlawan  Penyita/Terbanding I  dan  Terlawan  Tersita/ 

Terbanding II untuk membayar biaya perkara ini; 

Apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

berpendapat  lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. 

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada 

Terbanding I pada tanggal 13 September 2022 sebagaimana Relaas 

Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 

1371/Pdt.G/2022/PA.Sbg; 

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada 

Terbanding II pada tanggal 9 September 2022 sebagaimana Relaas 

Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 

1371/Pdt.G/2022/PA.Sbg; 
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Bahwa selanjutnya Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori 

Banding pada tanggal  21 September 2022 sebagaimana Tanda Terima 

Kontra Memori Banding Nomor 1371/Pdt.G/2022/PA.Sbg yang pada 

pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq. 

Majelis Hakim Tinggi Agama pemeriksa untuk mengadili perkara ini dan 

menjatuhkan Putusan sebagai berikut: Menguatkan Putusan Pengadilan 

Agama Subang Nomor 1371/Pdt.G/2022/PA.Sbg; 

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada 

Para Pembanding pada tanggal 28 September 2022 sebagaimana Relaas 

Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 

1371/Pdt.G/2022/PA.Sbg; 

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada 

Terbanding II pada tanggal 28 September 2022 sebagaimana Relaas 

Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 

1371/Pdt.G/2022/PA.Sbg; 

Bahwa selanjutnya Terbanding II tidak mengajukan kontra memori 

banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama 

Subang Nomor 1371/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal  29 September 2022; 

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage 

pada tanggal 9 September 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk 

memeriksa berkas perkara banding (inzage) Nomor 

1371/Pdt.G/2022/PA.Sbg dan Para Pembanding tidak melakukan inzage 

sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 

1371/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal  26 September 2022; 

Bahwa Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan inzage pada 

tanggal 13 September 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk 

memeriksa berkas perkara banding (inzage) Nomor 

1371/Pdt.G/2022/PA.Sbg dan Terbanding I tidak melakukan inzage 

sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 

1371/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal  28 September 2022; 

Bahwa Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan inzage pada 

tanggal 9 September 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk 
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memeriksa berkas perkara banding (inzage) Nomor 

1371/Pdt.G/2022/PA.Sbg dan Terbanding II tidak melakukan inzage 

sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 

1371/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal  26 September 2022;    

 Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Oktober 2022 dengan                          

Nomor 283/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua 

Pengadilan Agama Subang sebagaimana surat Nomor W10-

A/3248/HK.05/X/2022 tanggal  11 Oktober 2022 yang tembusannya 

disampaikan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding; 

                               PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding dalam perkara 

tingkat pertama adalah sebagai pihak Para Pelawan, Terbanding I adalah 

pihak Terlawan Penyita dan Terbanding II adalah pihak Terlawan Tersita 

maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun1989 Tentang 

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009, maka Para Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II mempunyai 

legal standing untuk menjadi pihak dalam perkara permohonan banding a 

quo; 

Menimbang, bahwa Para Pelawan/Para Pembanding dan Terlawan 

Penyita/Terbanding I dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Tingkat 

Banding telah menguasakan kepada para kuasa hukumnya dan semuanya 

sudah diperiksa persyaratannya sesuai ketentuan pasal 2, 3 dan 4  Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat  dan Surat Edaran 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 

Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 

2020 Tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai legal standing 

untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;  

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal  

6 September 2022 dan pada saat putusan perkara dibacakan dihadiri oleh 

Kuasa Para Pelawan dan Kuasa Terlawan Penyita tanpa hadirnya Terlawan 



 

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PTA.Bdg 

 

Tersita dan Isi Putusan Pengadilan Agama Subang tersebut telah 

diberitahukan kepada Terlawan Tersita/Terbanding II pada tanggal 26 

Agustus 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 

1371/Pdt.G/2022/PA.Sbg, dengan demikian permohonan banding tersebut 

masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari, maka 

sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

1947 permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;  

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai judex facti 

berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, 

dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Subang untuk 

kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat 

Banding; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan 

mengadili  perkara a quo sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha 

untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim 

sendiri di setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan 

mediator Drs. Arifin, sejak tanggal 27 April 2022 s/d 18 Mei 2022, namun 

ternyata upaya tersebut tidak berhasil membuat kesepakatan perdamaian 

karena para Pelawan tidak hadir secara lengkap kecuali hanya 1 (satu) 

orang pada saat mediasi yang telah ditentukan oleh mediator. Oleh karena 

itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah 

memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah 

Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara 

secara litigatif dapat dilanjutkan; 

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama 

berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi 

pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;  

DALAM EKSEPSI 

Menimbang, bahwa Terlawan Penyita/Terbanding I mengajukan 

eksepsi berupa eksepsi Plurium Litis Consortium, gugatan prematur dan 
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eksepsi obscuur libel; Terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat 

Pertama dalam putusannya telah menolak eksepsi Terlawan 

Penyita/Terbanding I; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah 

membaca dan mempelajari berita acara sidang, bukti-bukti dan salinan 

putusan Nomor 1371/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 24 Agustus 2022 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1444 Hijriyah, berpendapat bahwa 

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi  tersebut 

dengan tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih 

menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, maka putusan 

tentang eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan; 

DALAM POKOK PERKARA 

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah para 

Pelawan mengajukan perlawanan atas Penetapan Sita Eksekusi Nomor 

02/Eks.Put/2022/PA.Sbg. terhadap obyek harta bersama tanah dan 

bangunan yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 5170/1996 luas 

177 M2 atas nama N. Romlah, dengan Nomor Objek Pajak SPPT PBB 

Nomor: 32.15.050.013.027-0066.0, luas Tanah 177 M2 atas nama 

SUPRIATNA ADI KUSMANA, DRS beralamat di BTN Puskopad Blok C     

No. 65 Sukajaya, RT. 058 RW. 017, Kelurahan Cigadung, Kecamatan 

Subang dengan batas-batasnya: 

- Batas Utara : Tanah Farid 

- Batas Selatan : Jalan Gang 

- Batas Timur : Tanah Didit 

- Batas Barat : Jalan Gang  

dalam amar Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 27 September 

2021 yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan alasan selengkapnya 

ditunjuk  Surat Perlawanan Pelawan yang dimuat dalam putusan Pengadilan 

Agama Subang  Nomor 1371/Pdt.G/2022/PA.Sbg., selanjutnya para Pelawan 

mohon agar penetapan tersebut dibatalkan dan ditunda dengan alasan para 

Pelawan telah dirugikan karena objek sita eksekusi adalah harta warisan    

N. Romlah yang belum dibagikan; 
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Menimbang, bahwa para Terlawan menolak dalil-dalil perlawanan 

para Pelawan; 

Menimbang, bahwa perlawanan para Pelawan telah dibantah oleh 

Terlawan, maka berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata, 

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat membebankan pembuktian 

secara berimbang, yaitu para Pelawan wajib membuktikan dalil 

perlawanannya  dan para Terlawan wajib membuktikan dalil bantahannya; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya, 

Pelawan telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d P.8 serta 1 (satu) orang 

saksi dan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya para Terlawan telah 

mengajukan bukti  T.1, T.2 serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang;  

Menimbang, bahwa   bukti-bukti tersebut telah dikualifisir oleh Majelis 

Hakim Tingkat Pertama, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding 

memberikan pertimbangan sebagai berikut:  

 Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Surat Kematian 

Endang Romli dan Fotokopi Surat Kematian N. Romlah), dikualifisir oleh 

Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai akta di bawah tangan (putusan 

halaman  49);        

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding   tidak sependapat 

dengan hasil kualifisir Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa  bukti P.1  dan 

P.2 dinyatakan sebagai akta di bawah tangan, karena senyatanya bukti        

a quo aslinya dibuat dan ditandatangani oleh pejabat umum yang diberikan 

kewenangan untuk itu, yaitu Lurah pada Kelurahan Cigadung Kota Subang  

sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata,  

sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat yang  memiliki 

nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat 

dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa P.3 dan P.4  adalah akta di 

bawah tangan  dengan tambahan pertimbangan “bahwa bukti tersebut dapat 

diterima sebagai alat bukti, namun untuk menguatkannya diperlukan   

tambahan  bukti lain”;  
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat 

dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai  P.5 dan P.6  yang dinilai 

memenuhi syarat formil dan materiil  pembuktian yang mengikat dan 

sempurna dengan tambahan pertimbangan “sepanjang tidak ada bukti lain 

yang melemahkannya”; 

Menimbang, bahwa  bukti P.7 dan P.8 belum cukup dipertimbangkan 

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu Majelis Hakim Tingkat 

Banding mempertimbangkan sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama bukti P.7 

merupakan potokopi dari potokopi yang tidak ditunjukkan aslinya, sedang P.8   

disebutkan sesuai dengan aslinya (vide putusan halaman 50), namun setelah 

Majelis Hakim Tingkat Banding membaca Berita Acara Sidang halaman     

81-82 ternyata bahwa kedua bukti tersebut tidak ada aslinya, karena itu  

Majelis Hakim Tingkat Banding menunjuk Berita Acara Sidang tersebut 

sebagai  acuan;   

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat 

bila P.7 dan P.8  dinilai sebagai akta di bawah tangan, karena senyatanya  

asli dari bukti a quo dibuat dan ditandatangani oleh pejabat umum yang 

diberikan kewenangan untuk itu, dimana P.7 dikeluarkan oleh Kepala KUA 

Kecamatan Subang dan P.8 dibuat oleh Lurah pada Kelurahan Cigadung 

Kota Subang sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1868 

KUHPerdata, akan tetapi  karena bukti tersebut  secara fisik dalam bundel A 

(vide BAS hal  81-82)  adalah potokopi dari potokopi yang tidak ditunjukkan 

aslinya, maka sesuai ketentuan  Pasal 1888 KUHPERdata  yang berbunyi:  

“kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya”, maka 

bukti P.7 dan P.8 tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian 

walaupun  syarat materil terpenuhi, karena itu  kedua bukti tersebut harus 

dikesampingkan sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 

3609K/Pdt/1985  tanggal  9 Desember 1987;  

Menimbang, bahwa  terhadap bukti surat yang diajukan  para 

Terlawan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat atas hasil kualifisir 
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Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga diambil alih menjadi pendapat 

Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;  

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan para Pelawan 

dan para Terlawan, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan 

sebagai berikut: 

Menimbang, para Pelawan mengajukan seorang saksi yang 

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, 

namun demikian  Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis 

Hakim Tingkat Pertama bahwa saksi tersebut tidak dapat diterima 

keterangannya berdasarkan asas unus testis nullus  testis  sesuai ketentuan 

Pasal 169 HIR, sehingga keterangannya harus dikesampingkan;  

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan para Terlawan telah 

memenuhi ketentuan  syarat formil Pasal 145 ayat (1) HIR. sebagai berikut:  

Saksi I Mimin Mintarsih binti Dudung (tetangga para Terlawan)  

- Mengetahui para Terlawan  sebagai suami isteri yang sudah bercerai  

sebelumnya tinggal  di rumah  blok B lalu dilakukan tukar guling  dengan  

rumah di blok C  atas nama ibunya  bernama N.Romlah dengan alasan 

adik Terlawan Tersita bernama Aep Syamsu  sedang kesulitan ekonomi  

membutuhkan rumah tersebut;  

- Bahwa sewaktu Aep Syamsu membuat pernyataan tukar guling, saksi 

mengetahui langsung dan ikut menandatangani surat tersebut, bersama 

bu Mimin Mintarsih (isteri dari Aep Syamsu) yang kebetulan namanya 

sama-sama Mimin Mintarsih; 

- Mengetahui bahwa  objek sengketa  merupakan hasil bersama antara 

Terlawan Penyita dan terlawan Tersita yang belum dibagi, yang dibeli 

dengan cara kredit, yang angsurannya sama dengan rumah saksi yaitu 

Rp44. 500,00 (empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) per bulannya,  

dengan jangka waktu 15 tahun; Objek sengketa tersebut  masih atas 

nama ibunya yaitu N. Romlah, karena nama Terlawan Tersita  sudah 

dipakai untuk kredit rumah di blok B; 

 - Bahwa selama bertetangga dan saksi sebagai isteri Ketua RT tidak 

pernah ada yang mengklaim rumah tersebut merupakan warisan; 
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Saksi II Edi Supratman bin Rakhmat,  

- Menyatakan dirinya sebagai pembeli rumah  asal milik para Terlawan   

an. Terlawan Tersita (Drs Supriatna Adikusmana)  dari Aep Syamsu, 

karena  dia punya masalah keuangan dengan Asuransi Jiwasraya, maka 

sewaktu jual beli tersebut ada Aep Syamsu dan pihak Asuransi 

Jiwasraya yang langsung mengambil uangnya; 

- Bahwa saksi mengetahui  rumah yang di Blok B yang dibeli oleh saksi 

tersebut  sejak awal milik Terlawan Tersita  yang ditukar guling   dengan 

rumah yang di blok C nomor 65,  atas nama ibunya bernama N. Romlah 

yang memberikan rumah Blok B kepada Aep Syamsu; 

- Bahwa proses jual beli dilakukan saksi dengan adik Terlawan Tersita 

bernama Aep Syamsu, tetapi  secara administrasi  dilakukan dengan 

Terlawan Tersita, karena rumah yang saksi beli di Blok B, atas nama 

Terlawan Tersita dan sudah jadi sertifikat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari kedua belah pihak 

di muka sidang diperoleh fakta sebagaimana telah dikemukakan oleh Majelis 

Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 55-57 yang diambil alih 

oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan perkara ini  dengan  

tambahan sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa  berdasarkan bukti T.1  dan keterangan saksi-

saksi di persidangan  bahwa  Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita  

adalah suami isteri yang  menikah pada  tanggal 14 Mei 1992 dan sudah 

bercerai pada tanggal 12 Juni 2019 rujuk lagi dan bercerai lagi  16 Februari 

2021; 

Menimbang, bahwa  tentang status  objek sengketa perkara ini pada 

dasarnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili 

perkara Nomor 1337/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 27 September 2021 yang 

telah berkekuatan hukum tetap, maka segala pemeriksaan perkara ini tidak 

terlepas dari putusan tersebut, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding 

menunjuk putusan  a quo  sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

perkara ini; 
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Menimbang, bahwa fakta  hasil pemeriksaan atas objek perkara ini  

Nomor 1337/PdtG/2021/PA.Sbg tanggal 27 September 2021  terbukti diakui 

secara bulat oleh Terlawan Penyita sebagai harta bersama dan dalam 

pemeriksaannya  para Pelawan tidak mengajukan  intervensi; 

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 

KUHPerdata pengakuan adalah bukti yang mengikat dan sempurna lagi pula 

berdasarkan Pasal 1926 KUHPerdata pengakuan itu tidak dapat dicabut 

kembali; 

Menimbang, bahwa  dalam  pemeriksaan  atas objek perkara ini 

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan fakta yang  mendukung 

dalil-dalil para Pelawan bahwa objek sengketa adalah tirkah ibunya yang 

bernama N. Romlah yang belum dibagi. Sebaliknya   bukti-bukti  baik surat-

surat maupun saksi-saksi yang diajukan Terlawan Penyita dapat 

mematahkan dalil-dalil para Pelawan  dan semakin memperkuat  putusan 

Pengadilan Agama Subang Nomor 1337/PdtG/2021/PA.Sbg. tanggal 27 

September 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, karena para Pelawan 

sendiri tidak dapat membukltikan dalil-dalilnya yang kuat di muka sidang; 

Menimbang, bahwa karena perlawanan para Pelawan tidak terbukti, 

maka   Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim 

Tingkat Pertama bahwa perlawanan para Pelawan  tidak beralasan dan  

harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar; 

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan telah ternyata kumulatif 

bersama permohonan Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimuat dalam 

posita angka 3 (tiga) dan petitum angka 4 (empat); 

Menimbang, bahwa sepanjang  permohonan dari Pelawan tersebut 

sejalan dengan putusan Mahkamah Agung No.334 K/AG/1999, tanggal        

6 Januari 2001 yang mengandung kaidah hukum: “Perlawanan derden verzet 

tidak dapat digabung dengan gugatan lainnya, oleh karenanya permohonan 

Penetapan Ahli Waris dari almarhum… yang diajukan oleh Pemohon 

Kasasi/Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima”  

Menimbang, bahwa sejalan dengan putusan Mahkamah Agung 

tersebut, maka permohonan Penetapan Ahli Waris dari Alm. Bapak Endang 
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Romli dan Almh. Ibu N. Romlah  sebagaimana petitum gugatan angka 4 

(empat) harus dinyatakan  tidak dapat diterima, sehingga  segala dalil dan 

bukti-bukti yang berkaitan dengan petitum permohonan Penetapan Ahli 

Waris  yang diajukan  oleh para Pelawan patut dikesampingkan;  

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih 

pendapat Yahya Harahap dalam Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi 

Bidang Perdata halaman 7 menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding 

sendiri yang berbunyi: “asas atau aturan umum yang harus dipedomani 

dalam pelaksanaan putusan atau eksekusi sesuai ketentuan  adalah bahwa 

pada prinsipnya hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap  (inkracht van gewijsde) yang dapat dijalankan, karena hanya dalam 

putusan yang telah berkekuatan tetap terkandung wujud hubungan hukum 

yang tetap (fixed) dan pasti antara para pihak yang berperkara, karenanya 

hubungan hukum tersebut mesti ditaati dan dipenuhi oleh pihak yang 

dihukum (pihak Tergugat) dengan mentaati dan memenuhi hubungan hukum 

yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap dengan cara menjalankan putusan tersebut secara suka rela 

oleh pihak Tergugat dan bila  enggan menjalankan secara suka rela harus 

dilaksanakan dengan paksa dengan bantuan kekuatan umum”; 

Menimbang, bahwa pelaksanaan putusan atau eksekusi merupakan 

bagian rangkaian tindakan hukum dari suatu putusan yang harus 

dilaksanakan demi undang-undang sesuai ketentuan Pasal 196 HIR  yang 

bertujuan untuk mengakhiri persengketaan antara kedua belah pihak yang 

bersengketa, tanpa adanya pelaksanaan putusan atau eksekusi, maka 

putusan akan hampa (illusoir) dan tidak akan mencapai penegakan asas 

keadilan, asas manfaat dan asas kepastian hukum, karenanya pelaksanaan 

putusan atau eksekusi harus tetap dilakukan meskipun ada salah satu dari 

kedua belah pihak yang berperkara enggan secara suka rela 

melaksanakannya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 amar putusan 

Pengadilan Agama Subang Nomor 1337/PdtG/2021/PA Sbg tanggal 27 

September 2021 berbunyi sebagai berikut: 
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Dalam Eksepsi: 

- Menolak eksepsi Tergugat; 

Dalam Pokok Perkara: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 

2. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, 

Dzikry Dzulfiqar, umur 15 tahun, lahir tanggal 25 Desember 2006 berada 

di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya; 

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 

anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana angka 2 sejumlah 

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai 

anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri (21 tahun) dengan 

pertambahan 10% setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan; 

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) atau 

sita marital (marital beslaag) yang diletakkan Jurusita Pengadilan Agama 

Subang terhadap: 

1). Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan 

Sertifikat Hak Milik Nomor 5170/1996, luas 177 M2 atas nama         

N. Romlah dengan Nomor Objek Pajak SPPT PBB Nomor 

32.15.050.013.027-0066.0, luas tanah 177 M2 dan luas bangunan  

54 M2 atas nama Drs. Supriatna Adi Kusmana beralamat di BTN 

Puskopad Blok C Nomor 65 Sukajaya, RT 058, RW 017, Kelurahan 

Cigadung, Kecamatan Subang Kabupaten Subang, dengan batas-

batas: 

- Batas Utara  : Tanah Farid 

- Batas Selatan  : Jalan Gang; 

- Batas Timur  : Tanah Didit; 

- Batas Barat  : Jalan Gang; 

2).   Satu unit kendaraan roda empat merk SUZUKI- APV-DLX-MT Type 

dan Jenis Suzuki/Minibus Nomor Rangka MHYGDN42V8J319645 

Nomor mesin G15AID185283 Tahun 2008 Warna Abu-abu Metalik 

Nomor Polisi D 1282 RM Nomor BPKB K-0282544D atas nama R. 

Ade Sucipto; 
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3).  Satu unit kendaraan roda dua merk Yamaha/Aerox dengan Nopol T 

5925 ZC, Nomor Rangka MH3SG4620JJ033470, Nomor Mesin 

G3J1E0205022 atas nama Drs. Supriatna Adi Kusmana; 

4). Satu unit kendaraan roda dua merk Honda/Scoopy dengan Nopol T 

3285 VH, Nomor Rangka MHIJF6117AK032081 Nomor Mesin 

JF61E1031008 atas nama Asih Suarsih; 

5. Menyatakan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat 

dan Tergugat adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 

berupa: 

1). Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan 

Sertifikat Hak Milik Nomor 5170/1996, luas 177 M2 atas nama         

N. Romlah dengan Nomor Objek Pajak SPPT PBB Nomor 

32.15.050.013.027-0066.0, luas tanah 177 M2 dan luas bangunan  

54 M2 atas nama Drs. Supriatna Adi Kusmana beralamat di BTN 

Puskopad Blok C Nomor 65 Sukajaya, RT 058, RW 017, Kelurahan 

Cigadung, Kecamatan Subang Kabupaten Subang, dengan batas-

batas: 

- Batas Utara  : Tanah Farid 

- Batas Selatan  : Jalan Gang; 

- Batas Timur  : Tanah Didit; 

- Batas Barat  : Jalan Gang; 

2).  Satu  unit  kendaraan  roda empat merk SUZUKI- APV-DLX-MT Type 

dan Jenis Suzuki/Minibus Nomor Rangka MHYGDN42V8J319645 

Nomor mesin G15AID185283 Tahun 2008 Warna Abu-abu Metalik 

Nomor Polisi D 1282 RM Nomor BPKB K-0282544D atas nama      

R. Ade Sucipto; 

3).  Satu unit kendaraan roda dua merk Yamaha/Aerox dengan Nopol    

T 5925 ZC, Nomor Rangka MH3SG4620JJ033470, Nomor Mesin 

G3J1E0205022 atas nama Drs. Supriatna Adi Kusmana; 

4). Satu unit kendaraan roda dua merk Honda/Scoopy dengan Nopol      

T 3285 VH, Nomor Rangka MHIJF6117AK032081 Nomor Mesin 

JF61E1031008 atas nama Asih Suarsih; 
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6. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat pada angka 

5 dibagi dua secara adil dan merata ½ (seperdua) bagian menjadi hak 

dan bagian Penggugat dan ½ (seperdua) bagian menjadi hak dan bagian 

Tergugat; 

7. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan ½ (seperdua) 

bagian dari harta bersama pada angka 5 kepada Penggugat, dan apabila 

pembagian tersebut tidak dapat dilakukan secara natura (normal), maka 

pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dengan cara dijual di 

muka umum dan/atau dilakukan melalui pelelangan oleh KPKNL (Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang); 

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; 

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp2.095.000,00 (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah). 

Menimbang, bahwa amar putusan tersebut bersifat comdemnatoir, 

sehingga dinyatakan bernilai executable dan diucapkan pada tanggal 27 

September 2021 dalam sidang yang dihadiri oleh Penggugat/Terlawan 

Penyita/Terbanding I  dan Tergugat/Terlawan Tersita/Terbanding II, sehingga 

telah berkekuatan hukum tetap;  

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan para pelawan, bahwa 

Pengadilan Agama Subang sehubungan permohonan eksekusi tersebut 

telah melakukan aanmaning sebagaimana relaas aanmaning 

No.2/Eks.Put/2022/PA.Sbg.; 

Menimbang, bahwa oleh karena putusan perkara a quo telah 

berkekuatan hukum tetap, maka kewajiban Terlawan Tersita untuk 

mengakhiri sengketa harta bersama tersebut adalah melaksanakan putusan 

a quo secara suka rela, akan tetapi karena Terlawan Tersita enggan 

melaksanakan putusan a quo secara suka rela sebagaimana disebutkan 

dalam ketentuan hukum di atas, Pengadilan Agama  Subang berwenang 

melaksanakan putusan tersebut  baik secara natura maupun dengan cara 

lelang jika secara natura tidak bisa dilaksanakan; 

Menimbang, bahwa  apa yang telah dilakukan oleh Pengadilan 

Agama Subang  menetapkan Eksekusi  atas putusan Nomor 
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1337/PdtG/2021/PA.Sbg tanggal 27 September 2021 adalah sudah  sesuai 

dengan ketentuan Pasal 196 HIR dan  Buku II halaman 113 sampai 132   

Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama 

(Buku II); 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding  berpendapat bahwa 

putusan Pengadilan Agama Subang  Nomor 1337/PdtG/2021/PA.Sbg 

tanggal 27 September 2021  sudah memenuhi syarat untuk dieksekusi  dan 

tidak ada alasan untuk ditangguhkan atau dicabutnya sita jaminan,    

karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis 

Hakim Tingkat Pertama  bahwa  permohonan para Pelawan harus ditolak 

seluruhnya; 

Menimbang, bahwa amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama 

belum lengkap dan perlu diperbaiki; 

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap  pertimbangan tersebut di 

atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan 

Pengadilan Agama Subang Nomor 1371/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 24 

Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1444 

Hijriyyah dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnya berbunyi 

sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR 

biaya perkara pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding harus 

dibebankan kepada para Pelawan/para Pembanding; 

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.    

           M E N G A D I L I 

I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding 

formal dapat diterima; 

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 

1371/Pdt.G/2022/PA.Sbg. tanggal 24 Agustus 2022 Masehi bertepatan 

dengan tanggal 26 Muharram 1444 Hijriyyah dengan perbaikan amar 

putusan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:  
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Dalam Eksepsi 

-    Menolak eksepsi Terlawan Penyita untuk seluruhnya; 

Dalam Pokok Perkara 

1. Menyatakan para Pelawan adalah para Pelawan yang tidak benar; 

2. Menyatakan perlawanan para Pelawan terhadap Sita Eksekusi Nomor 

2/Eks.Put/2022/PA.Sbg tidak tepat dan tidak beralasan; 

3. Menyatakan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Alm. Bapak 

Endang Romli dan Almh. Ibu N. Romlah (petitum angka 4) tidak dapat 

diterima;  

4. Menolak perlawanan para Pelawan selebihnya; 

5. Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). 

III. Menghukum para Pelawan/para Pembanding untuk membayar biaya 

perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh 

ribu rupiah). 

 Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober  

2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, oleh 

kami Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. sebagai Ketua Majelis,               

Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan  Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing 

sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Agama 

Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 283/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal      

11 Oktober 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari tersebut dalam sidang 

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim 

Anggota dan dibantu H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti 

dengan tidak dihadiri  Para Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II.  

Hakim Anggota                                       Ketua Majelis 

 

         ttd            ttd 

            

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.                    Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.   
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      Hakim Anggota 

 

    ttd 

           

Drs. H. Ali Imron, S.H.  

Panitera Pengganti 

 

                              ttd 

                                                             

  H. Usman Baehaqi, S.H. 

 

Biaya Perkara: 

1. Biaya Proses  : Rp130.000,00 

2. Redaksi : Rp  10.000,00 

3. Meterai : Rp  10.000,00  

   Jumlah  : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) 

 

Untuk salinan sesuai dengan aslinya 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

Panitera, 

 

 

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H. 

 


